BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab
penutup ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1). Peranan Ama Na’i Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Adat

Dalam menyelesaikan sengketa Tanah Ulayat antara Suku
Mahakbas dengan Suku Uma Leon, 4Ama Na’i Adat memanggil para
pihak dan melakukan pertemuan langsung dengan Tokoh Adat dan
para pihak yang bersengketa untuk mendengarkan hal-hal yang ingin
mereka sampaikan. Setelah dilakukannya pemanggilan para pihak Ama
Na’i Adat akan mencarai saksi untuk memperkuat hal-hal yang
diungkapkan oleh pihak yang bersengketa setalah didapat saksi-saksi
Ama Na’i Adat memanggil para saksi untuk mendengarkan keterangan
yang di lihat, dengan, dan di alami 4Ama Na’i Adat menentukan waktu
untuk musyawarah dan menelaah sebenarnya seperti apa permasalahan
yang dihadapi. Setelah melalui Tahap Musyawarah bersama Tokoh
Adat dan pihak bersengketa, Ama Na’i Adat menyimpulkan apa yang
dibicarakan dalam musyawarah yang sudah disepakti bersama maka
Ama Na'i Adat akan menjatuhkan putusan kepada kedua belah pihak
yang bersengketa. Semua tahapan-tahapan penyelesaian Sengketa tanah

adat tersebut telah dilakukan oleh Ama Na’i Adat sesaui dengan aturan-
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aturan adat yang berlaku di desa tersebut. Namun dalam proses
mendamaikan para pihak banyak hambatan-hambatan yang dihadapi
oleh Ama Na’i Adat.

2). Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Adat oleh Ama Na’i Adat.

Meskipun Ama Na’i Adat telah berperan dalam penyelesaian
sengketa Tanah Adat namun tetao menghadapi hambatan-hambatan
dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Hambatan yang dimaksud
adalah, pemanggilan para pihak dilakukan secara berulang kali karena
salah satu pihak tidak hadir, pemanggilan saksi harus dilakukan
berulang kali karena saat dipanggil saksi tidak hadir, dalam proses
musyawarah juga dilakukan berulang kali karena para pihak belum
sepakat dngan putusan daridma Na'i Adat.

5.2 Saran

Dengan melihat realita yang ditemui di lapangan dan mengingat
konsep-konsep pemikiran dalam penyelesaian sengketa tanah adat
anatar Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon di Kecamatan Lasiolat
Desa Dualasi Kabupaten Belu, maka penulis ingin menyampaikan

beberapa pikiran sebagai berikut:
1. Ama Na’i Adat tetap mempertahankan peranan yang

sudag dilakukan.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi
Ama Na'i Adat diharapkan untuk tegas setiap orang

baik para pihak maupun sanksi bagi yang tidak
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menghargai dan mengindahkan proses penyelesaian
sengketa. Ketegasan Ama Na'i Adat harus diwujudkan
dengan menjatuhkan sanksi bagi para pihak yang tidak

mengindahkan pemanggilan oleh 4ma Na’i Adat.
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